
RUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2OI9

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN

TUNJANGANKHUSUSPENJABATWALINAGARI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang i a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaks aflaafi Undang-Undang Nomor 6
tahun 2Ot4 tentang Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun2ol5tentangPerubahanAtasPeraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa, Penetapan Besaran

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat
NagLri ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b.bahwasesuaiketentuanPasalllPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentangSusunanorganisasiTataKerjaPemerintah
Desa, Susunan Oiganisasi Pemerintah Nagari

disesuaikan dengan tlngkat perkembangan Nagari

yaitu Nagari Swasembada, Swakdq1a, dan Swadaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalamhurufadanhurufb'perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

BesaranPenghasilanTetapWaliNagari,Perangkat
Nagari dan Tunjangan Khusus Penjabat Wali
Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
PembentukanDaerahOtonomKabupatenDalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan kabupaten Kepulauan Mentawai
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun1999
Nomor L77, Timbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898);



J. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera

Barat (Lembarari ll"g"t^ -Republik 
Indonesia Tahun

ziiz Nomor 25, lambahan-. Lembaran Negara

nlprtfit Indonesia Nomor aL87);

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan 
'Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Uegar''--il"p"Ufift- Indonesia tafr31 
lO 

t t

Nomor 82, Tambakran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (Lembara,i N"g''"- Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

pemerintahan Saer^h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244' Tamb-ahan

Lembara, N.g.t^ Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana teiah d'i'Ua-tt beberapa kali terakhir

deng"an Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5'

tentZ.ng Perubihan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor-23Tahun2ot4tentangPemerintahan
brerah (Lembaran Negara Republik fndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerali Tingkat II Padang (Lembaran Negara

Republik Intonesia Tahun 1980 Nomor 25'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3$a\

4.

5.

6.

7.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomoi 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57L71;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organsasi Tata Kerja
Pemerintah Desa;



Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2Ol8 tentang Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 05 Tahun 2OO9 tentang Pemerintahan
Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Pembentukan
Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43
(Empat Fuluh Tiga) Pemerintahan Nagari di
Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18

Tahun 2Ol8 tentang Susunan Organsasi Tata Kerja
Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat
Nagari;

MEMUTUSKAN:

MenCtAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, PERANGKAT
NAGARI DAN TUNJANGAN KHUSUS PENJABAT WALI
NAGARI

10.

12.

13.

t4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut
ApENagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

2. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan

d., Belanja 
-Daerah 

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

3. penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan
oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang terdiri dari sekretaris
nagari, kepala seksi, kepala urusan dan wali korong yang ditetapkan
setiap tafrun dalarn APBNagari.

4. penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak wali Nagari

sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih'

5. Ttrnjangan Khusus adalah penerimaan sah yang diterima setiap

bulan oleh Penjabat Wali Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari'



BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap

setiap bulan.

(2) Penjabat wali Nagari memperoleh tunjangan khusus setiap

bulannya.

(3) Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan
Khu-sus Penjabat wali Nagari dianggarkan dalam APBNagari yang

bersumber dari ADN;

Pasal 3

(1) Persentase besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. Wali Nagari;

b. Sekretaris Nagari sebesar 70 o/o (tujuh puluh per seratus) dari
Penghasilan Tetap Wali Nagari setiap bulan;

c. Kepala Seksi sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari
Penghasilan Tetap Wali Nagari setiap bulan;

d. Kepala Urusan sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari
Penghasilan Tetap Wali Nagari setiap bulan;

e. Wali Korong sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari
Penghasilan Tetap Wali Nagari setiap bulan.

(2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1)

maksimal dibayarkan adalah :

a. wali Nagari sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat
puluh enam ribu rupiah) Per bulan;

b. sekretaris Nagari sebesar Rp. 2.2O2.2OO,- (dua juta dua ratus
dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;

c. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.887.600,- (satu juta delapan ratus
delapan puluh ribu enam ratus rupiah) per bulan;

d. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.730.3OO (satu juta tujuh ratus
tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) per bulan;

e. Wali Korong sebesar Rp. 1.730.300 (satu juta tujuh ratus tiga
puluh ribu tiga ratus rupiah) per bulan;

(3) Besaran T\rnjangan Khusus Penjabat Wali Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (21 maksimal dibayarkan sebesar Rp.
1.750.0OO,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang
Pariaman Nomor 74 Tahun 2OL6 tentang Penetapan Besaran Penghasilan
Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di
pada tanggal

Parit Malintang
1 JAt\.tlAPl ZOtg

BUPATI P.

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 sAutl4Pl 2OL9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 2

ALI MUKHNI


